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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya al-Qur an adalah kitab hidayah yang
berisi norma-norma yang menyangkut keseluruhan aspek
kehidupan manusia. Norma-norma tersebut tersusun secara
sistematis dalam suatu totalitas, sehingga mempunvai
saling keterkaitan secara fungsional dalam rangka
mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi
manusia vang sempurna. Manusia baik secara individual
maupun kolektif mempunyai tanggung Jawab khusus untuk
tunduk kepada aturan-aturan normatif al-Qur an dalam
keseluruhan aspek. qkehidupannya, sehingga tidak ada
perbedaan patokan norma yang sifatnya kontradiktif
antara satu segi kehidupan dengan satu segi kehidupan
lainnya.

Secara umum sifat informasi norma dalam al-Qur’an
untuk membentuk manusia dan masyarakat ke arah vang
dikehendakiNya tidaklah bersifat kaku dan terperinci,
akan tetapi bersifat luwes dan ijJmali. Sifat inilah
tampaknya menjadi salah satu sebab keberhasilan
akulturasi norma-norma al-Qur an ke dalam berbagai
kebudayaan melalui proses yang berjalan secara evolusi

dan cenderung akomodatif. Sifat Informasi vyang demikian



itu menghendaki perumusan dan penjabaran operasional,
sehingga secara langsung dapat dilaksanakan dalam
kehidupan nyata. Yang demikian ini merupakan tugas as-
Sunah vang berfungsi sebagai penjelas, menguraikan
pandangan atau konsep al-Qur’an dan sebagai praktek
amalivah dari al—Qur‘an.l)

Salah satu norma hukum yang disebutkan al-Qur an

secara eksplisit adalah hukum kewajiban memberi mahar,

sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt

cgw&@u«bu_‘,{g ODGJQJ‘BM sLu_‘_llj_.ﬁ
2) Lﬁi}ﬁﬂp Lﬁfx;b {19£x9 Luwa) oin

Ayat ini oleh para ulama dijadikan pijakan
istinbat hukum dalam mewajibkan 8seorang suami memberikan
mahar kepada wanita vyang dinikahinya. Pemberian mahar
vang dimaksudkan dalam ayat tersebut merupakan pemberian
vang wajib bukan berfungsi sebagai ganti rugi.a)
Menurut al-Qurtubi salah seorang dari golongan
Hanéfi. avat tersebut menunjukkan  kewajiban seorang

suami untuk memberikan mahar kepada calon isterinya

(a£~Mar ah) sebagai pemberian wajib, sebab vang dimaksud

1) vusuf al-Qardawi. Membumikan Syari at Islam, alih
bahasa Muhammad Zakki san Yasir Tadjid, (Semarang: Dunia
Ilmu. 1997), hlm. 47.

2) An Nied” (4) : 4

3)  Ahmad asy-Syarbasi., Yas Alunaka fi Ad-Din wa al-
Havah, (Beirut : Dar al-Jil, t.t.), IV : 585.



dengan ( 'y|_£ ) pada ayat di atas adalah (é@%ﬂg &héﬂjb)
(Ketentuan yang sifatnya wajib). Kewajiban ini telah
menjadi kesepakatan ulama® kecuali sebagian penduduk
Irak yang mengatakan : ketika seseorang mengawini budaknya
maka tidak ada kewajiban mahar baginya?). Hal senada Juga
diungkapkan oleh al-Jassas dalam tafsirnya Ahkam al-
Qur’an, namun lebih spesifik al-Jassas mengatakan
bahwa mahar haruslah berupa materi ( QL&g')/l) tidak
boleh berupa suatu manfa’at atau jasa ( Etj{Liy)5),

Ketika berbicara mahar, pada dasarnya para ulama
sepakat bahwa fungsi mahar adalah sebagai pemberian
wajib oleh suami kepada wanita yang akan dinikahinya.®)
Namun fungsi mahar menjJadl polemik ketika dihadapkan
pada kasus pemerkosaan apakah ada kewajiban memberi
mahar kepada korban atau tidak.')

Dalam hal ini, menurut Imam Malik mahar itu Juga
harus diberikan kepada wanita yang telah diperkosa oleh
laki-laki selain hukuman had. Seperti diriwayatkan
dalam kitabnya Al-Muwatta dari Syihab bahwa Abdul Malik

4)p1-Qurtubi, al-Jami‘ Li Ahkam al-Qur-an, (Ttp : al-
Muassasat al-Misriyyah al-"Ammah, t.t), V : 23.

5)A1-Jassas, Ahkam al-Qur°an, (Mesir : Dar al-Fikr,
€%y IE ! 142,

6)Wahbah az-Zuhaili, &al-Figh al-Islami wa adillatuhu,
(Beirut : Dar al-Fikr, 1989), VII : 253.

7)Abd ar-Rahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-
Arba“ah, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), VI : 58.



bin Marwan telah memberikan keputusan atqs perempuan
vang diperkosa dengan kewajiban kepada laki-lakil vyang
memperkosanya untuk memberikan mahar kepada perempuan
tersebut .8’

Sementara menurut Abu Hanifah tidak ada mahar vyang
harus diberikan kepada wanita vyang diperkosa karena
mahar hanya diberikan kepada wanita yang nikahi secara
sah.?) Hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 4 an-Nisa’
di atas. Oleh karena itu jika seseorang menikah kemudian
me lakukan hubungan badan, maka wajib bagi laki-laki
untuk memberikan mahar kepada isterinya walaupun
pernikahan tersebut fasid.19)

Begitu Juga sebaliknya Jika hubungan badan
tersebut dilakukan di luar ikatan pernikahan maka tidak
ada ketentuan bagi laki-laki tersebut untuk memberikan
mahar kepada perempuan tadi. Karena ketentuan
membayar mahar itu baru ada setelah adanya ikatan
perkawinan. Karena pemberian mahar tersebut dimaksudkan
sebagai kewajiban seorang suami kepada isterinya, dan
mahar tersebut merupakan hak vyang sudah semestinya

diterima oleh seorang istri, sebagaimana seorang isteri

8) Malik bin Anas, al-Muwatta, (Beirut : Dar al-Ihya.
t.t). hlm. 408. ‘

9) As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut : Dar al-
Ihva: B.t)s II 2 B5;

lO}HI—Kasani, Badai” ag—Sanéi', (Beirut : Dar al-Fikr,
1417), II : 4086. &



menerima pemberian nafkah dari seorang suami.
Maka dari itu golongan Hanafi menyamakan istilah

"
( Lﬁ{Jng ) vang biasa diartikan dengan mas kawin dengan

by aiaally s s 8

dan Jjuga mensyaratkan mahar harus berupa materi bukan

11

manfa’at-lz}

Dalam kitab Bidayah al Mujtahid dijelaskan sebab
terjadinya perbedaﬁn. pendapat karena masalah, apakah
mahar itu sebagai ganti vagina ataukah semata-mata
sebagai pemberian ? Ulama vang berpendapat sebagai
pemberian, yang Kkhusus diberikan kepada isteri maka
mereka tidak mewajibkan mahar untuk wanita vang
diperkosa.la)

Dengan adanya pendapat demikian, penyusun
bermaksud mengadakan studi komparasi secara khusus
tentang masalah pembebanan mahar bagi pelaku
pemerkosa ini , antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
sehingga pada gilirannya akan nampak jelas akar
permasalahannya serta akan nampak pula metode istinbat

11) 1pn al-Humam, Syarah al-Fath al-Qadir, (Mesir : al-
Ihya al-Kutub al-"Arabiyyah, .Yy LTI & Slf.

lz)Al—Ja$§a§, Ahkam al-Qur an, 11 : l42.

13) Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Maktabah
Usaha Keluarga, t.t), II : 243.



J

vang mereka pakail sekaligus dapat mengungkapkan unsur
kemaslahatan dari kedua pendapat tersebut.

Alasan penyusun mengkomparasikan pemikiran Imam
Abu Hanifah dan Imam Malik. Karena dalam masalah
pembebanan mahar sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku
pemerkosaan, penyvusun melihat adanva kontradiktif vang
sangat Jjelas. Imam Malik menetapkan adanva hukuman
tambahan bagi pelaku pemerkosaan vang berupa mahar.
Menurutnva remberian mahar tersebut bukan berfungsi
sebagai pemberian seorang suami kepada isterinya,
melainkan sebagal denda atau pengganti vagina perempuan
vang menjadi korban pemerkosaan. Hal ini didasarkan
pada riwayvat dari syihab. bahwa Malik bin Marwan telah
menetapkan adanya hukuman tambahan bagi pelaku
pemerkosaan. Selain itu Imam Malik Juga mengqivaskan
dengan hukuman bagi pencuri.

Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menetapkan adanva
hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. karena beliau
mendasarkan pendapatnya tersebut dengan melihat pada
fungsi mahar itu sendiri, beliau berpegang pada firman
Allah surat an-Nisd : 4 yang wajib dari seorang suami

kepada isterinva sebagai syarat kepemilikan.

B. Pokok Masalah
Dari diskripsi latar belakang masalah tersebut di

atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah vyang



perlu diteliti dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah

sebagai berikut

1. Apa vyang mendasari terjadinya perbedaan pendapat
antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang
pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosa ?

2. Metode 1istinbat apa yang digunakan Imam Abu Hanifah

dan Imam Malik dalam menjelaskan masalah tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

a. Untuk mengetahui secara jelas dan terperinci latar
belakang vyang mendasari perbedaan pendapat antara
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam masalah
pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosa.

b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang dipakai
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam menjelaskan
masalah pembebanan mahar bagi pelaku pemerkosa.

2. Kegunaan

a. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fungsi
mahar, khususnya dalam kaitannya dalam kasus
pemerkosaan.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah
khasanah 1ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah

fungsi mahar.



D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta
untuk menunjukkan keaslian ini maka dirasakan perlu
untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan
penelitian dalam skripsi ini. Berdasarkan penelitian yang
penyusun lakukan di antara ulama yang telah membahas
tentang adanya perbedaan pendapat mengenai adanva
pembebanan mahar sebagai hukuman tambahan pada pelaku
pemerkosaan ialah

Ibnu Rusyd dalam karyanya Bidayvah al-Mujtahid*?) as-
Sayyid Sabiq dalam karyanya Figh as-Sunnah.l®) Isi dari
kedua kitab tersebut pada dasarnya adalah sama. vyaitu
sama-sama menyinggung adanya perbedaan pendapat ulama
tentang ada atau tidaknya pembebanan mahar bagi pelaku
pemerkosa, hanya saja Ibn Rusyd tidak memberikan komentar
tentang perbedaan tersebut. Sedangkan as-Sayyid Sabiq
sepakat dengan tidak adanya pembebanan mahar bagi
pelaku pemerkosaan sebagai hukuman tambahan.

Hal senada Jjuga diungkapkan Wahbah az-Zuhaili
dalam  karyanya al-Figh Islami Wa Adillatuhu.'®) Dalam
kitab ini Jjuga disinggung adanya perbedaan pendapat

tentang hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Namun

14) Ibn Rusyd, Bidayah., II : 243.
15) ps-Sayyid Sabiq, Figh ., II : 155.

16) Wahbah az-Zuhaili, al-Figh., VII : 253.



tidak ada analisa perbandingan antara keduanya sehingga
akar permasalahannya tidak terungkap dengan Jjelas.
Sementara itu, Malik bin Annas dalam karvanya

17 cukup menjelaskan pendapatnya

monumentalnyva al-Muwatta,
tentang adanya hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosa,
selain hukuman had yang harus diterimanya, hukuman
tambahan ini berupa membayar mahar sebagai ganti rugil
atas kegadisan yang terenggut.

Sebagai karya terakhir vyang cukup signifikan
membahas masalah ini adalah buah karya Abdu ar-Rahman al-
Jaziri dalam karyanya al-Figh “ala al-Mazahib al-
Arba’ah.la} Dalam kitab 1ini dijelaskan bahwa pada
dasarnya para ulama sepakat tidak ada hukuman had bagi
korban perkosaan. Namun mereka berbeda pendapat
tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan.

Dari hasil pengamatan penyusun terhadap kitab-
kitab di atas, dapat mengungkapkan sekaligus meyakinkan
bahwa masalah vang penyusun bahas ini merupakan
permasalahan yang baru karena pada intinya bukan saja
mengungkapkan pendapat dua Imam yang berpolemik, akan
tetapi Juga menganalisa sekaligus mengkomparasikan
kedua pendapat tersebut, sehingga pada gilirannya hasil
karya ini akan tetap relevan dan menarik, mengingat

17) Malik bin Anas, al-Muwatta, hlm. 408.

18) Abd ar-Rahman al-Jaziri, al-Figh., VI : 58.
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belum ada satupun hasil karya yang telah mengungkapkan
masalah  pembebanan mahar sebagai hukuman tambahan bagi
pelaku pemerkosaan secara khusus dan mendetail.

Penyusun tertarik untuk membahas masalah ini karena
tertarik untuk mengungkap fungsi mahar yang sebenarnya,
apakah hanya khusus diberikan kepada wanita vang
dinikahi secara sah atau juga harus diberikan pada wanita

vang diperkosa ?

E. Kerangka Teoritik

Istilah pemerkosaan tidak hanya ditemui di dalam
Hukum Pidana Islam, tetapi juga terdapat dalam KUHP,
dengan istilah Verkrachting vyang diterJjemahkan dalam
bahasa Indonesia dengan ‘''pemerkosaan”. Terjemahan ini
sebenarnyva kurang tepat karena dalam bahasa Indonesia kata
"pemerkosaan' saja, sama sekali belum menunjukkan pada
pengertian '""pemerkosaan untuk bersetubuh'. Sedangkan di
antara orang-orang Belanda istilah Verkracting itu sudah
umum berarti. ‘'pemerkosaan untuk bersetubuh”, dengan
demikian maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari
pasal 285 KUHP ini harus disebut 'pemerkosaan untuk

19)

bersetubuh'. Perzinaan termasuk di dalamnya adalah

perkosaan sangat dilarang dalam Islam dengan larangan

18) M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu
di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bandung:
Remaja Karya, 1986), hlm. 166.
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vang sangat tegas, mengingat akibatnya yang sangat buruk,
karena hubungan bebas dan segala bentuk hubungan kelamin
lainnya di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang
membahayakan dan mengancam keutuhan umat masyarakat atau
mengacaukan nasab.29) Kasus perkosaan dalam kitab Undang-
undang Hukum Pidéﬁé (KUHP) yang berlaku di Indonesia
disinggung dalam pasal-pasal yang cukup rinci tetapi
ternyata dalam kitab tersebut para pelaku pemerkosaan
hanya diancam dengan hukuman setinggi-tingginya dua
belas tahun sebagaimana yang tercantum dalam pasal 285
disebutkan : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan
dia, karena perkosaan, dipidana dengan Pidana penJara
selama-lamanya dua belas tahun". Yang diancam hukuman
dalam pasal ini ialah pria yang memaksa wanita yvang bukan
isterinya untuk bersetubuh dengan dia baik itu dengan
ancaman atau perkosaan.zl)

Di dalam hukum Pidana Islam Hukuman bagi pelaku
perkosaan sudah jelas dihukum had.%2) Demikian Juga bagi
pelaku perzinaan. Namun ketika dihadapkan pada realita,
bahwa wanita yang menjadi korban perkosaan akibatnya

lebih buruk atau lebih pahit dibandingkan dengan korban

20) pg-Sayyid Sabiq, Figh., II : 401.

21) R, Sugandi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan
Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 303.

22) Tbn Rusyd, Bidayah., II : 242.
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perzinaan. Hal 1ini sangat logis karena perzinaan itu
biasanya dilakukan atas dasar suka sama suka sedangkan
perkosaan inisiatif datang dari pihak pria yang memaksa
wanita untuk berzina. Perbuatan ini merupakan perbuatan
tidak hanya melanggar hak Allah tetapi Jjuga melanggar
hak adami dan membawa dampak penderitaan yang membekas
pada wanita yang diperkosanya.

Hal inilah barangkali yang mendasari pemikiran Imam
Malik di dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku
pemerkosaan, sehingga diharapkan sanksi yang diberikan
tersebut setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.
Imam Malik berpendapat, terhadap pelaku pemerkosa baginya
diwajibkan membayar mahar sebagai hukuman tambahan
disamping hukuman pokok vyaitu had.23)

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada
hukuman tambahan yang berupa mahar terhadap pelaku
pemerkosaan, karema mahar dipahami sebagai syarat sahnya
nikah.24)

Diriwayatkan dari Malik di dalam kitab al-Muwatta
dari Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan telah memberi

keputusan atas kasus perempuan yang diperkosa (berbuat

zina) dengan mewaJjibkan lelaki yang memperkosanya untuk

23) Malik bin Anas, al—Muw&pya, hlm. 408.

24) pg-Sayyid Sabiq, Figh., IV : 2486.
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memberi mas kawin kepada perempuan tersebut.25) Terjadinya
perbedaan pendapat tersebut adalah berangkat dari
pembahasan pada Firman Allah SWT

ég}JQJC}S-égiLristj£§ E&L;:C){éhth*‘D sL“LleL§319

26) &Li)___p»taéLJD Clﬁfig Ln*iﬁl;{Lg

Kata Sadag dalam ayat di atas yang biasa diartikan
dengan mahar, para ulama sepakat bahwa mahar merupakan
syarat sahnya nikah, dan tidak diperbolehkan mengadakan
perjanjian untuk meniadakannya.zT} Namun mereka berbeda
pendapat ketika harus membahas, apakah mahar Juga
dibebankan kepada pelaku pemerkosaan sebagail hukuman
tambahan di samping hukuman had ?

Ibn Rusyd mengatakan, terjadinya perbedaan pendapat
disebabkan oleh, apakah maskawin sebagal pengganti vagina
ataukah sebagai pemberian mahar ? Ulama yang berpendapat
sebagai ganti vagina, maka mereka mewajibkan adanya
maskawin untuk wéﬁita yang diperkosa. Sedangkan ulama
vang berpendapat sebagali pemberian vang hanya

diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, maka

tidak mewajibkan maskawin terhadap pelaku pemerkosa

25) Ipid., hlm. 155.
26) pn-Nisa® (4) : 4.

27) Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 56.
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28) Imam

untuk diberikan kepada wanita yang diperkosa.
Malik menggiyaskan pemerkosaan tersebut dengan pencurian
yvaitu banwa pemerkosa itu dibebani dua hak, yaitu hak
Allah dan hak adami, yang salah satu diantaranya tidak
dapat saling menggugurkan.

Adapun asal penyandarannya adalah qivas yaitu
pencurian yang menurut mereka bahwa pencuri dijatuhi
hukuman untuk membayar ganti atau denda dan potong
tangan.zg}

Dalam 1istinbat hukum ada tiga pola penalaran yaitu:
1) Pola penalaran bayani 2) pola penalaran ta l1ili 3) pola
penalaran istislahi. Dalam hal ini penyusun memilih pola
penalaran 1istislahi yaitu penalaran vyang menggunakan
ayat-ayat atau hadis yang mengandung konsep umum sebagai
dalil atau sandarannya. Biasanya penalaran ini digunakan
kalau masalah yang dikualifikasi tersebut tidak dapat
dikembalikan kepada sesuatu ayat atau hadis tertentu
secara khusus, tetapi akan mengembalikannya kepada
hubungan makna beberapa ayat atau hadis atau antara

skeduannya.go)

28) Ibn Rusyd, Bidayah., II : 243.
29) Ibid., hlm. 243.

30)  Ahmad A. Madjid, Muhddarat f£i Usiil al-Figh,
(Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1989), hlm. 89.
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F. Metode Penelitian

Is

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian

pustaka (Library Research), yaitu suatu penelitian yang

obyeknya meneliti sumber kepustakaan. Dalam hal ini
penyusun meneliti kitab-kitab karya Imam Malik dan Imam

Abu Hanifah serta kitab-kitab karya ulama lain yang ada

relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptik analitik yaitu

mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun,

dianalisa serta dibandingkan.

Pendekatan

Pendekatan vang penyusun gunakan dalam pembahasan

skripsi ini adalah pendekatan :

1. Normatif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan al-
Qur° an dan al-Hadis (apakah pelaku pemerkosaan
dibebani membayar mahar sebagai hukuman tambahan
atau tidak).

2. Filosofis yaitu suatu usaha untuk menemukan melalui
refleksi sistematis hakekat utama dari sesuatu.
Dalam hal ini penyusun ingin mengetahui maksud dan
tujuan adanya pembebanan mahar bagi pelaku

pemerkosaan.
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4. Tehnik Pengumpulan Data

a.

Jenis data
Jenis data yang penyusun kumpulkan adalah data
literer yaitu membaca dan menelaah sumber
kepustakaan.
Sumber data
Agar diperoleh hasil yang valid dan dapat
dipertanggung Jawabkan secara ilmiah, maka dalam
penyusunan skripsi ini penyusun menyandarkan pada
dua sumber data
1). Data Primer
Yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai
sumber rujukan utama, seperti al-Muwatta karya
Imam Malik.
2). Data Sekunder
Yaitu sumber data yang penyusun ambil dari
kitab-kitab karya ulama lain vang ada
relevansiaya dengan permasalahan, seperti Fath
al-@Qadir karya Ibn al-Humam, Badai® as-Sana’i
karya al-Kasani yang keduanya adalah pengikut

Imam Abu Hanifah.

5. Analisa Data

Setelah semua terkumpul, selanjutnya, akan di analisa

dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola

berpikir sebagai berikut :
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a. Metode Deduktif
Yaitu suatu pembahasan vang berangkat dari
pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak
dari hal tersebut akan digunakan untuk menilai suatu
kejadian atau ditarik dari pengetahuan yvang
bersifat khusus.®l) Dalam hal 1ini penyusun akan
menelaah konsep-konsep dalam al-Qur”an dan al-
hadis yang berhubungan dengan mahar secara umum,
kemudian akan ditarik untuk menilai dan menyimpulkan
hal-hal vyang khusus, dalam hal ini adalah konsep
vang disodorkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam
Malik. Metode 1ini terutama akan penyusun gunakan
untuk mengungkapkan tentang pengertian mahar dan
konsep-konsep dalam al-Qur‘an dan al-Hadis yang
bersifat umum.
b. Metode Komparasi

Yaitu membandingkan kedua pendapat yvang dalam hal
ini pendapat Imam abu Hanifah dan Imam Malik beserta
meneliti istinbat hukum yang mereka gunakan
sehingga nantinya diharapkan dapat ditemukan yang
terkuat dari kedua pendapat tersebut serta dapat

dipertanggung Jjawabkan secara ilmiah.

31) Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:
YPP Fak. Psikologi UGM, 1983), hlm. 42.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini, untuk memberikan gambaran
agar Jelas, penyusun akan mengunakan sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang meliputi 1latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka
teoritik, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab dua gambaran umum tentang mahar vang meliputi
pengertian mahar, dasar hukum, macam-macam mahar, Jjumlah
mahar dan fungsi mahar.

Bab tiga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik
tentang mahar sebagai hukuman tambahan pada pelaku
pemerkosaan yang meliputi biografi Imam Abu Hanifah dan
Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan
istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan
Imam Malik.

Bab empat analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan
Imam Malik tentang mahar sebagai hukuman tambahan
terhadap pelaku pemerkosaan yang meliputi analisis
terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik,
analisis terhadap istinbat hukum yang digunakan oleh Imam
Abu Hanifah dan Imam Malik.

Bab lima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-
saran, dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.




BAB V
PENUTUP

A.Kesimpulan
Setelah penyusun menjelaskan pendapat Imam Abu

Hanifah dan Imam Malik serta metode istinbat yang mereka

gunakan dalam membahas masalah mahar yang dijadikan

sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan, akhirnya
penyusun berkesimpulan bahwa :

1. Yang mendasarl timbulnya perbedaan antara Imam Abu
Hanifah dengan Imam Malik dalam masalah ini adalah
disebabkan oleh perbedaan di dalam melihat pada fungsi
mahar itu sendiri. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang
isteri bukanlah imbalan bagi kemaluan perempuan,
melainkan merupan ibadah karena pernikahan. Sementara
Imam Malik berpendapat bahwa mahar tersebut merupakan
imbalan bagi kemaluan perempuan atau sebagai ganti
vagina.

2. Dasar istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah
dalam membahas masalah tersebut, beliau lebih menitik
beratkan pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa”™ : 4

Pemahaman vang terkandung dalam ayat tersebut
bahwa istilah mahar hanya berlaku dalam konteks

perkawinan.

66
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Di samping mendasarkan pendapatnya pada ayat di
atas, Abu Hanifah Jjuga mendasarkan pada qiyas.
Menurutnya bahwa antara hukuman had dan membayar mahar
itu tidak terkumpul pada pelaku pemerkosa, hal ini
diqiyaskan hukuman pada pelaku pencurian dimana antara
denda dan potong tangan tidak terkumpul pada pencuri.
Karena menurut Abu Hanifah jika dua hak itu terhimpun
yvaitu hak Allah dan hak makhluk, maka hak makhluk
menjadi terhapus karena hak Allah.

Sementara Imam Malik Jjuga mendasarkan pendapatnya
pada qgiyas. Beliau mengiyaskan mahar sebagai hukuman
tambahan bagi pelaku pemerkosa tersebut pada hukuman
bagi pencuri. Menurutnya bagi pencuri, di samping
mendapatkan hukuman potong tangan juga harus membayar
denda. Karena Imam Malik berpendapat jika dua hak itu
terhimpun maka salah satu dari kedua hak tersebut tidak
dapat saling menggugurkan.

Pada akhirnya séfelah penyusun melakukan pengkajian,
penelusuran terhadap kedua pendapat di atas yaitu
pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam masalah
mahar dijadikan hukuman tambahan bagi pelaku
pemerkosaan, penyusun lebih cenderung untuk menguatkan
pendapat Imam Abu Hanifah yang dasar pijakannya lebuh

kuat.
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B. Saran-saran

Walaupun ditinjau dari sandaren -hukumnya lemal, namun
alangkah 'baiknya dika pemikiran Imam Malik tentang mahar
dijadikan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan
tersebut menjadi bahan pertimbangan sekaligus masukan bagi
para yuris di dalam menetapkan hukuman bagi pelaku
pemerkosaan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemikiran Imam Malik
tersebut, sepintas Justru lebih realistis, dan
bermaslahat. Lebih-lebih jika dihubungkan dengan kondisi
sekarang, dimana banyak kaum wanita yang menentang adanya
aksl kekerasan terhadap wanita dan pelecehan seksual.

Menurut hemat penyusun hal ini diantaranya disebabkan
oleh ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku

pemerkosaan.

g
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